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A. Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan

Pada dasarnya ada perbedaan antara konsep “Kebijakan” dan
“Kebijaksanaan”. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang
siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap
berbagai alternatif yang muara kepada keputusan tentang alternatif terbaik.
Sedangkan kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala
sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu.?°

Kebijakan (policy) juga dapat diartikan apa yang diputuskan oleh
pemerintah pusat. Perhatian utama yakni kepemimpinan pemerintah
dimana hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan pemerintah,
pembangunan dan kemasyarakatan.?

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan
keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari

pelaksanaan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran

20 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, (Bandung: Alfabeta, 2007), 38.
21 Inu Kencana Syafiie, Pengantar IImu Pemerintahan, (Bandung: PT Revika Aditama, 2012), 145.
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kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau
instrument untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah.?

Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang akan mengarahkan
dan memengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan
tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat
perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola
sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.?®

Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu peristiwa Yyang
ditimbulkan oleh baik untuk mendamaikan claim dari pihak-pihak yang
konflik atau menciptakan incentive bagi tindakan bersama bagi pihak-
pihak yang ikut menetapkan tujuan akan tetapi mendapatkan perlakuan
yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. 2*

Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Mustopodidjaja, kebijakan publik adalah suatu keputusan
yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk

mencapai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi yang

22 Amri Marzali, Antropologi dan Kebijakan Publik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),

24 Miftah Thoha, IImu Administrasi Publik Kontemporer, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
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berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan
negara dan pembangunan.?

Kebijakan publik memiliki tujuan, sasaran yang berorientasi pada
perilaku. Menurut Rogene A. Bucholz, kebijakan publik mengacu kepada
apa yang pemerintah secara nyata lakukan, bukan sekedar pernyataan atau
sasaran tindakan yang diinginkan. Sasaran yang dimaksudkan adalah
sasaran yang terarah atau bermaksud tindakannya diikuti oleh aktor atau
sejumlah aktor dalam upaya mengatasi masalah.?®

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari Kamus
Administrasi Publik. Menurut Chandler dan Plano mengatakan bahwa
kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-
sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau
pmerintah. Menurutnya kebijakan publik merupakan suatu bentuk
investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang
yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut
berpatipasi dalam pemerintahan.

Menurut William N. Dunn, mengatakan bahwa kebijakan publik
adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang
dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang

menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi,

% Muhlis Madani, Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik,
(Yogyakarta:Graha lImu, 2011), 18.
% |bid, 19.
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kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan
dan lain-lain.

Menurut Thomas R. Dye, mengatakan bahwa kebijakan publik
adalah “apapun yang pilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak
dilakukan”. Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk
melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektif) dan kebijakan
publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata
merupakan pernyataan Kkeinginan pemerintah atau pejabat pemerintah
saja.?’

Definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa: kebijakan
publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah,
kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan
kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk dilaksanakan
atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Jadi, dealnya suatu kebijakan publik adalah kebijakan publik
untuk dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dinyatakan,
kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena

didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

27 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, (Bandung: Alfabeta, 2007), 39.
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3. Jenis-jenis Kebijakan Publik

Jenis- jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan
Perundang-undangan Pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki Peraturan

Perundang-undangan sebagai berikut:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

b) Undang-Undang Peraturan, Pemerintahan Pengganti Undang-
Undang.

c) Peraturan Pemerintah.

d) Peraturan Presiden

e) Peraturan Daerah

4. Proses Kebijakan

Kebijakan publik sebagaimana telah digambarkan, tidak begitu
saja lahir, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang.
Menurut Thomas R. Dye proses kebijakan publik meliputi beberapa hal

berikut.?®

1. ldentifikasi masalah kebijakan.

28 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 16-17.
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Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi
apa yang menjadi tuntutan atas tindakan pemerintah.

. Penyusunan agenda.

Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian
pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan
diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

. Perumusan kebijakan

Perumusan merupakan tahapan pengusulan rumsuan kebijakan
melalui insiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui
organisasi perencanaa kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi
pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.

. Pengesahan kebijakan

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik,
kelompok penekan, presiden, dan kongres.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi anggaran

publik, dan aktivitas agen eksekutif yang orgnanisasi.

. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri,

konsultan diluar pemerintah, pers, dan masyarakat.
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Dalam proses kebijakan publik yang pertama yakni merumuskan
masalah dan menempatkannya dalam agenda kebijakan. Selanjutnya
masalah-masalah yang diidentifikasi dan dicari jalan keluarnya yang
disusun dalam bentuk formulasi kebijakan. Sekian banyak alternatif
kebijakan yang ditawarkan, dipilih yang mungkin terbaik dan selanjutnya
mencari dukungan dari pihak legislatif dan yudikatif.

Apabila suatu kebijakan sudah mendapatkan dukungan publik dan
telah disusun dalam bentuk program panduan rencana kegiatan.
Kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh badan-badan administrasi
maupun oleh unit kerja pemerintah ditingkat bawah. Setelah kebijakan
dilaksanakan perlu adanya penilaian untuk melihat sampai sejauh mana
kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi
oleh masyarakat.

Hambatan Dalam Kebijakan Publik

Menurut Grow dan Morss mengungkapkan berbagai hambatan

dalam implementasi kebijakan, yakni;

o

Hambatan politik, ekonomi, dan lingkungan.

b. Kelemahan Institusi.

c. Ketidakmampuan SDM di bidang teknis dan
administrative.

d. Kekurangan dalam bantuan teknis.
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e. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi.
f. Pengaturan Waktu.
g. Sistim informasi yang kurang mendukung.
h. Perbedaan agenda dan tujuan antara aktor.
i. Dukungan yang berkesinambungan.

B. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan
adminsitratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui.
Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi
kebijakan.?®

Implementasi juga merupakan salah satu tahapan dari proses
kebijakan publik yang bersifat sangat penting karena bagaimanapun
baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara
baik dalam implementasinya maka tujuan kebijakan tidak akan bisa
terwujud.®® Implementasi juga dapat diartikan sebagai pelakasanaan

pembuatan kebijakan dengan cara-cara lain.3!

29 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 64.
%0 Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 85.
31 Wayne Parsons, Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, 2006 , 464.
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Menurut Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi
kebijakan, merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau
pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
diarhkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan
kebijakan. 32

Menurut Hinggis, implementasi sebagai rangkuman dari berbagai
kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber
daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Sedangkan menurut Grindle, implementasi sering dilihat sebagai
suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang
berkepentingaan berusaha sependapat mungkin mempengaruhinya. Dalam
penerapan program ada suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk
mengoperasikan sebuah program.

Dari beberapa definisi implementasi diatas, peneliti memilih
definisi Van Meter dan Van Horn karena dalam definisinya lebih kepada
tindakan yang dilakukan baik individu, atau kelompok pemerintah dan
swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang sudah digariskan

dalam keputusan kebijakan.

32 Ismail Nawawi, Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek), (PMN, Surabaya:

2009), 131.
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Tiga Kegiatan tersebut adalah:

a. Organisasi
Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta
metode untuk menjadikan program berjalan.

b. Interpretasi
Menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat
dan dapat diterima serta dilaksanakan.

c. Penerapan
Ketentuan rutin pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan
dengan tujuan atau perlengkapan program.

2. Model Implementasi

Menurut Charles O. Jones kebijakan publik merupakan kebijakan
yang digunakan dalam praktek sehari-hari. Namun digunakan untuk
mengantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Charles Jones
menganalisis masalah implementasi kebijakan dengan cara yang skematis,
dengan mendasarkan pada konsep aktivitas-aktivitas fungsional.

Mengemukan beberapa dimensi dari pelaksanaan pemerintah

mengenai program-program Yyang disahkan, kemudian menentukan

33 Charles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 296.
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implementasinya. Membahas aktor-aktor yang terlibat dengan
memfokuskan pada birokrasi sebagai lembaga pelaksana primer.3*

Menurut O. Jones ada tiga aktivitas utama yang penting dalam
implementasi kebijakan, yaitu:

a. Organisasi, merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber
daya, unit-unit metode untuk menjadikan program berjalan
(restrukturisasi sumber daya, pembentukan unit, dan metode untuk
pelaksanaan program).

b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan
pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan
(merancang program kedalam rencana dan tindakan yang dapat
diterima dan dilaksanakan).

c. Penerapan, kebutuhan rutin dari pelayanan pembayaran atau lainnya,
yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program

(dukungan pendanaan dan lain-lain sesuai tujuan program).

34 Clarles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik, (Jakarta: Rajawali Press, 1991).
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